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Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik
atau saling mempengaruhi dengan pertumbuhan dan
perkembangan sektor publik. Analisis pertumbuhan dan
perkembangan sektor publik amat diperlukan karena
kebijakan publik berkaitan dengan tingkat efisiensi dan
efektifitas  alokasi sumber daya nasional dan daerah
(Stiglitz, 2000).

Pendahuluan

Tanpa terasa, bangsa Indonesia sudah memasuki dasa
warsa kedua pelaksaanaan reformasi dan desentralisasi.
Perkembangan-perkembangan politik, khususnya selama tahun
1997-1999 menyebabkan desentralisasi fiskal tidak terlalu salah
bila diidentikkan dengan reformasi dan atau otonomi daerah.!

'Periode desentralisasi atau otonomi daerah, juga berlangsung saat Indonesia
dan beberapa negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang dikenal
sebagai Krisis Asia (1997-1998). Pada puncak krisis yaitu tahun 1998
pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah -14%/tahun, sementara laju inflasi
mencapai 85%/tahun, Kondisi inilah yang diduga mempercepat proses politik
pelaksanaan otonomi daerah, dengan diterbitkannya tiga undang-undang pada
tahun yang sama: yaitu pelaksanaan sistem pemerintahan yang lebih
desentralistis (UU No0.22/1999), desentralisasi fiskal (UU No.25/1999) dan
pemerintahan yang bersih (UU No.28/1999). Karena perkembangan
desentralisasi fiskal dan otonomi daerah berlangsung pada periode paska
Orde Baru, maka istilah periode desentralisasi fiskal, periode otonomi daerah
dan periode reformasi dapat digunakan secara bergantian.
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